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ABSTRAK

Perkembangan globalisasi dan meningkatnya mobilitas warga negara menghadirkan
tantangan baru dalam praktik pembuktian perkara perdata, khususnya ketika saksi
yang relevan berdomisili di luar negeri. Hukum acara perdata klasik pada dasarnya
menghendaki pemeriksaan saksi dilakukan secara langsung dan lisan di ruang sidang,
sehingga kehadiran saksi lintas negara menimbulkan persoalan mengenai urgensi,
legalitas, dan kesesuaiannya dengan asas atau prinsip peradilan. Permasalahan tersebut
secara konkret terjadi dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw di Pengadilan
Negeri Slawi, di mana saksi yang berdomisili di Amerika Serikat diperiksa melalui
telekonferensi di Perwakilan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis urgensi kehadiran saksi luar negeri dalam perkara cerai gugat serta
menilai realisasinya dalam perspektif kepastian hukum dan asas peradilan sederhana,
cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-
empiris. Data primer diperoleh melalui putusan nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw dan
wawancara dengan 1 orang hakim yang memutus perkara, sedangkan data sekunder
bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel. Analisis dilakukan
secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum dan asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, kehadiran saksi di luar negeri
dalam perkara cerai gugat nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw dianggap urgen, dikarenakan
saksi merupakan saksi utama yang sangat diinginkan kehadirannya oleh Penggugat,
kedudukan saksi merupakan kerabat Penggugat, lemahnya bukti tertulis, dan tidak
adanya larangan untuk menghadirkan saksi di luar negeri. Kedua, kehadiran saksi di
luar negeri telah merefleksikan kepastian hukum berdasarkan PERMA Nomor 1
Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta Perjanjian Kerja Sama Mahkamah
Agung dan Kementerian Luar Negeri. Namun kehadiran saksi dalam pemeriksaan
saksi di luar negeri ini dalam praktiknya tidak merefleksikan atau tidak sesuai dengan
asas hukum acara peradilan yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Dengan demikian, pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri telah
merefleksikan kepastian hukum dan merupakan bentuk adaptasi hukum acara perdata
terhadap dinamika global dan perkembangan teknologi, yang tetap menjaga legalitas
dan kepastian hukum. Namun Praktik ini memerlukan penyempurnaan agar efektivitas
dan efisiensinya semakin optimal.

Kata Kunci: Pemeriksaan Saksi, Domisili Luar Negeri, Perkara Perdata, Kepastian
Hukum, Asas Peradilan.
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ABSTRACT

Globalization and citizen mobility present new challenges in the practice of presenting
evidence in civil cases, particularly when relevant witnesses reside abroad. Classical
civil procedural law essentially requires witness examination to be conducted in
person and orally in the courtroom, thus the presence of cross-border witnesses raises
issues regarding urgency, legality, and compliance with reporting principles. This
issue concretely emerged in Case Number 30/Pdt.G/2024/PN Slw at the Slawi District
Court, where a witness domiciled in the United States was examined via teleconference
at the Indonesian Representative Office. This study aims to analyze the urgency of the
presence of foreign witnesses in divorce cases and assess its implementation from the
perspective of legal certainty and the principles of simple, expeditious, and low-cost
Justice.

This research is an empirical legal study with a juridical-empirical approach.
Primary data was obtained through decision number 30/Pdt.G/2024/PN Slw and
interviews with one of the judges who decided the case. Secondary data came from
regulations, books, and articles. The analysis was conducted qualitatively, using the
theory of legal certainty and the principles of simple, expeditious, and low-cost justice
as analytical tools.

The research concludes that, first, the presence of witnesses abroad in the
divorce case number 30/Pdt.G/2024/PN Slw is considered urgent, because the witness
is the main witness whose presence is highly desired by the Plaintiff, the witness's
position as a relative of the Plaintiff, the weakness of written evidence, and the absence
of a prohibition on presenting witnesses abroad. Second, the presence of witnesses
abroad has reflected legal certainty based on PERMA Number 1 of 2019 jo. PERMA
Number 7 of 2022 and the Cooperation Agreement between the Supreme Court and
the Ministry of Foreign Affairs. However, the presence of witnesses in the examination
of witnesses abroad in practice does not reflect or is not in accordance with the
principles of judicial procedural law, namely the principle of simple, fast, and low-
cost trials. Thus, the examination of witnesses domiciled abroad has reflected legal
certainty and is a form of adaptation of civil procedural law to global dynamics and
technological developments, which still maintains legality and legal certainty.
However, this practice requires improvement to optimize its effectiveness and

efficiency.

Keywords: Witness Examination, Foreign Domicile, Civil Cases, Legal Certainty,
Principles of Justice.
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MOTTO

“Jika kita punya mimpi, cita-cita, keyakinan, apa yang kita kejar, biarkan ia
menggantung, mengambang 5 cm di depan kening kita. Jadi ia tidak akan lepas dari
mata kita, dan kita bawa mimpi dan keyakinan itu setiap hari, kita lihat setiap hari

dan percaya bahwa kita pasti bisa menggapainya.”.

(Cuplikan dalam film 5 cm)

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma

sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan

’

khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.’

(Windah Basudara)

“Dalam setiap paragraf skripsi ini tersimpan cerita tentang perjuangan, keraguan,
dan harapan karena ilmu buka hanya tentang apa yang dipahami, tapi juga tentang

bagaimana kita tumbuh dalam proses memahaminya.”

(Penulis)
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A.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar hubungan privat antara
laki-laki dan perempuan, melainkan institusi hukum yang dilindungi dan diatur
oleh negara.! Namun, tidak semua perkawinan berjalan seperti yang diinginkan,
tidak jarang perkawinan itu justru berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu,
perceraian sebagai bentuk berakhirnya perkawinan tidak hanya merupakan
peristiwa sosial, tetapi juga peristiwa hukum yang membawa konsekuensi
keperdataan yang fundamental. Putusan perceraian mengubah status hukum suami
dan istri, menentukan kepastian hubungan keperdataan di antara keduanya, serta
berdampak langsung terhadap hak dan kepentingan anak. Karena itu, perceraian
tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan kehendak sepihak, melainkan harus
didasarkan pada alasan hukum yang sah dan dibuktikan secara meyakinkan di
hadapan pengadilan.

Ketentuan dalam hukum acara perdata mengatur tentang adanya pembuktian.
Dalam konteks ini, pembuktian menjadi elemen sentral yang menentukan sah atau
tidaknya suatu perceraian menurut hukum. Salah satu bentuk pembuktian itu

dengan menghadirkan saksi. Namun, pembuktian tidak selalu dengan bukti saksi,

! Khairuddin, “Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga

Kontemporer,”Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education, Vol. 1:2, (2025), him.

73.



pembuktian bisa menggunakan bukti yang lain sesuai dalam pasal 1866 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “Bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan,
pengakuan, dan Sumpah.” Pasal tersebut secara tegas mengatur alat bukti yang
dapat digunakan dalam persidangan perdata.’

Dalam perkara putusan nomor 30/Pdt.G/2024/G/PN Slw yang diperiksa di
Pengadilan Negeri Slawi, terdapat hal yang menarik yaitu pertama kalinya dalam
sejarah Indonesia, persidangan perdata dilakukan secara hybrid.> Perkara ini
merupakan perkara perceraian, yaitu cerai gugat. Cerai gugat adalah gugatan
perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami.* Persidangan dilakukan secara
elektronik (e-court) seperti persidangan pada umumnya. Namun, terdapat hal
menarik dalam persidangan ini yaitu pada saat tahap pembuktian. Penggugat
merupakan seorang istri dan Warga Negara Indonesia (WNI), tergugat adalah
suami dan Warga Negara Indonesia (WNI) juga. Dalam hal in1 istri selaku
penggugat ingin menghadirkan salah satu saksi yang diketahui saksi tersebut
adalah seorang perempuan (inisial DP) seorang Warga Negara Indonesia (WNI)
dan sedang bekerja di luar negeri, tepatnya di negara Amerika Serikat. Penggugat

ingin menghadirkan saksi untuk memperkuat dalil pembuktian karena saksi

2 Pasal 1866

3 Mahkamah Agung Ditjen Badilum, “Bersama Kementerian Luar Negeri, Ditjen Badilum
Lakukan Pengawasan Sidang Elektronik dengan Saksi di Amerika Serikat” diakses dari laman:
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Bersama Kementerian Luar Negeri, Ditjen Badilum
Lakukan Pengawasan Sidang Elektronik dengan Saksi di Amerika Serikat , di akses pada 23 juni 2025.

4 Mazroatus Saadah, “Perempuan dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan
Agama Bekasi,”,4/-Ahwal, Vol. 11:2, (2018), him. 116.


https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4610-bersama-kementerian-luar-negeri-ditjen-badilum-lakukan-pengawasan-sidang-elektronik-dengan-saksi-di-amerika-serikat.html
https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4610-bersama-kementerian-luar-negeri-ditjen-badilum-lakukan-pengawasan-sidang-elektronik-dengan-saksi-di-amerika-serikat.html

tersebut dianggap relevan dalam perkara cerai gugat ini.

Permasalahan muncul ketika saksi yang relevan justru berdomisili di luar
wilayah yurisdiksi Indonesia. Secara faktual, saksi tersebut dianggap mengetahui
secara langsung keadaan rumah tangga para pihak, namun secara geografis berada
di luar negeri. Apabila pemeriksaan saksi tidak difasilitasi, hak pembuktian
Penggugat dapat tereduksi, sehingga berpotensi mengganggu pencarian kebenaran
materiil. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan efisiensi
prosedural, tetapi juga menyangkut kualitas dan legitimasi pembuktian.
Pemeriksaan saksi secara elektronik menimbulkan pertanyaan apakah mekanisme
tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan pemeriksaan langsung
sebagaimana dianut dalam hukum acara perdata klasik, serta apakah tetap
menjamin terpenuhinya prinsip due process of law atau proses hukum yang adil.’
Termasuk independensi dan objektivitas hakim dalam menilai alat bukti. Namun,
apabila dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan prosedur yang
terstandar, mekanisme ini justru berpotensi memperkuat kepastian hukum dan
perlindungan hak pembuktian para pihak.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw memilih untuk
memfasilitasi pemeriksaan saksi melalui mekanisme persidangan elektronik

dengan bantuan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Langkah ini

5 Deva Karamina Fasha, “Arti Due Process of Law”, Hukum Online, diakses pada laman:
https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-1t64edc30233bb7/ , diakses pada 28
Februari 2026.



https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-due-process-of-law-lt64edc30233bb7/

didasarkan pada regulasi Mahkamah Agung mengenai administrasi perkara dan
persidangan secara elektronik. Secara normatif, mekanisme tersebut dapat
dipandang sebagai bentuk adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan
teknologi dan kebutuhan praktis masyarakat global. Namun demikian, praktik
tersebut juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan dan
kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diperiksa secara elektronik. Dalam
konteks tersebut, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman juga menjadi landasan normatif yang relevan.® Asas ini
menuntut agar penyelesaian perkara dilakukan secara efisien, tanpa prosedur yang
berbelit-belit, tanpa penundaan yang tidak perlu, serta tanpa pembebanan biaya
yang tidak proporsional kepada para pihak.

Dalam perkara perceraian, asas ini memiliki dimensi yang lebih sensitif karena
menyangkut kepastian status hukum para pihak serta kepentingan anak yang
memerlukan kejelasan hukum secara cepat. Peradilan yang adil bukan hanya yang
cepat dan murah, tetapi juga yang memberi ruang bagi pemulihan dan rekonstruksi
kehidupan para pihak yang bercerai.” Sejauh ini, kajian mengenai persidangan
elektronik lebih banyak menyoroti aspek administrasi perkara dan efisiensi

prosedural secara umum, sementara analisis yang secara spesifik mengkaji

6 Pasal 2 ayat (4).

7 Eko Saputra, “Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian dalam Sistem
Peradilan Agama,” The Officium Nobile Journal, Vol. 2:1, (2025), hlm. 42.



kedudukan serta kekuatan pembuktian saksi yang berdomisili di luar negeri dalam
perkara perceraian masih relatif terbatas. Di sinilah letak urgensi penelitian ini,
penelitian ini tidak hanya menelaah praktik pemeriksaan saksi di luar negeri
sebagai fenomena teknis, tetapi mengkaji secara normatif kesesuaiannya dengan
teori kepastian hukum, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan demikian, perkara cerai gugat dalam Putusan Nomor
30/Pdt.G/2024/PN Slw menjadi relevan untuk dianalisis sebagai studi kasus yang
merefleksikan dinamika antara formalisme hukum acara klasik dan kebutuhan
efisiensi peradilan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menilai secara normatif
kedudukan dan kekuatan pembuktian saksi yang berdomisili di luar negeri dalam
perkara cerai gugat, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan asas
peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata
Indonesia. Melalui analisis tersebut, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif mengenai arah perkembangan pembuktian dalam peradilan perdata
di era digital dan mobilitas global.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk
skripsi dengan judul: “PEMERIKSAAN SAKSI YANG BERDOMISILI DI
LUAR NEGERI DALAM PERKARA PERDATA (Studi Perkara di

Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw)”.



B. Rumusan Masalah
1. Apa urgensi kehadiran saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara
cerai gugat pada putusan nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw yang diperiksa di
Pengadilan Negeri Slawi?
2. Sejauh mana pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri merefleksikan
kepastian hukum, dan asas-asas atau prinsip hukum acara perdata dalam
perkara cerai gugat pada putusan nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw yang diperiksa

di Pengadilan Negeri Slawi?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis urgensi kehadiran saksi yang berdomisili di luar negeri
dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw yang
diperiksa di Pengadilan Negeri Slawi.

b. Untuk menganalisis pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri
merefleksikan kepastian hukum, dan asas-asas atau prinsip hukum acara
perdata dalam perkara cerai gugat pada putusan nomor 30/Pdt.G/2024/PN
Slw yang diperiksa di Pengadilan Negeri Slawi.

2. Kegunaan
Adapun kegunaan dari penelitian yang digunakan baik untuk pembaca maupun

peneliti antara lain:



a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum
acara perdata, khususnya dalam aspek pembuktian melalui pemeriksaan
saksi yang berdomisili di luar negeri. Penelitian ini memberikan kontribusi
dalam memahami bagaimana mekanisme persidangan elektronik
diterapkan dalam praktik serta bagaimana teori kepastian hukum dan asas
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diuji dalam kondisi faktual
yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi
akademik dalam pengembangan hukum acara perdata yang adaptif
terhadap perkembangan teknologi dan mobilitas global.

b. Kegunaan Praktis
Adapun Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi hakim, advokat, dan aparatur peradilan dalam
menangani pemeriksaan saksi yang berada di luar negeri. Selain itu,
penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai tantangan prosedural
dan implikasinya terhadap efisiensi perkara, sehingga dapat mendorong
penyempurnaan praktik persidangan elektronik agar lebih efektif dan
selaras dengan teori kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat,

dan biaya ringan.



D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka atau /iteratur review merupakan segala usaha yang dilakukan oleh
peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah
yang akan atau sedang diteliti.® Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan
kecenderungan kuat pada pembahasan implementasi e-court dan persidangan
elektronik. Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan
dengan penelitian ini, yaitu:

Dalam ranah kajian efektivitas sistem persidangan elektronik, Mar’atul Ulfa
meneliti efektivitas penerapan e-court di Pengadilan Agama Kajen dengan
pendekatan yuridis-empiris. Analisis difokuskan pada sejauh mana sistem
elektronik mampu mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Penelitian tersebut berorientasi pada pengukuran efektivitas sistem administrasi
dan persidangan elektronik secara umum. Perbedaannya dengan penelitian ini
terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian ini tidak menilai efektivitas sistem
e-court secara keseluruhan, melainkan secara spesifik mengkaji keabsahan dan
kekuatan pembuktian saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara perdata
tertentu. Dengan demikian, penelitian ini bergerak dari ranah efisiensi
administratif menuju ranah legitimasi prosedural dan pembuktian lintas

yurisdiksi.’

8 Widiarsa, “Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan
Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka,” Media Informasi, Vol. 28:1 (Juni 2019), hlm. 113.

% Mar’atul Ulfa, “Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019



Selanjutnya, Husnul Khatimah mengkaji keabsahan pemeriksaan saksi virtual
dalam sistem peradilan modern melalui pendekatan normatif. Fokus
pembahasannya terletak pada legitimasi konseptual saksi virtual dalam sistem
hukum nasional. Kajian tersebut bersifat abstrak dan tidak berbasis pada studi
kasus konkret. Perbedaannya dengan penelitian ini tampak pada pendekatan dan
kedalaman analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris
dengan mengkaji praktik nyata pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri
dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw. Selain itu,
penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan normatif, tetapi juga menganalisis
implikasi terhadap prinsip lex fori, Hukum Perdata Internasional, dan kepastian
hukum dalam praktik peradilan.!”

Kemudian, Vivi Amelia Ervanda dan Eko Soponyono membahas keabsahan
pembuktian melalui media teleconference dalam hukum acara Indonesia.
Penelitian tersebut menilai legitimasi penggunaan teknologi komunikasi dalam
persidangan secara umum. Akan tetapi, pembahasannya tidak secara khusus
menempatkan domisili luar negeri sebagai unsur asing yang menimbulkan
persoalan yurisdiksi. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada dimensi

lintas negara yang menjadi fokus utama. Penelitian ini tidak hanya membahas

Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus
Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen),” Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 2022.

10 Husnul Khatimah, “E-Judiciary: Keabsahan Pemeriksaan Saksi Virtual Dalam Sistem
Peradilan Modern,” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 2:4
(Desember, 2024).
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penggunaan teleconference sebagai sarana teknis, tetapi juga mengkaji keterlibatan
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, mekanisme rogatori, serta
implikasinya terhadap batas kewenangan pengadilan nasional.!!

Lalu, Salsabiela Nur Azizah dan Winanto meninjau pelaksanaan sistem e-court
di Pengadilan Negeri Wonosobo dengan pendekatan socio-legal. Fokus kajiannya
diarahkan pada hambatan dan kendala administratif dalam implementasi
persidangan elektronik untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Penelitian tersebut berorientasi pada evaluasi implementasi sistem. Perbedaannya
dengan penelitian ini terletak pada titik tekan analisis. Penelitian ini tidak mengkaji
hambatan administratif e-court secara umum, melainkan menelaah legitimasi
pembuktian saksi lintas negara serta kesesuaiannya dengan hukum acara perdata
dan teori Hukum Perdata Internasional.'?

Penelitian lain oleh Fadzlurrahman dan Muna Yastuti Madrah mengkaji
paradigma baru pelaksanaan e-court di peradilan agama dengan menggunakan
teori efektivitas hukum. Analisis difokuskan pada penerapan sistem elektronik di
Pengadilan Agama Semarang dan Depok. Penelitian tersebut menitikberatkan pada

sejauh mana sistem berjalan efektif dalam praktik. Perbedaannya dengan penelitian

" Vivi Amelia Ervanda dan Eko Soponyono, “Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi
Melalui Media Teleconferece Dalam Hukum Acara di Indonesia,”Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian
Hukum, Vol. 29:2, (Agustus 2020).

12 Salsabiela Nur Azizah dan Winanto, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam
Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri
Wonosobo”, Prosiding Seminar Nasional, Konstelasi [lmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Universitas
Islam Sultan Agung Semarang, (23 Maret 2021).
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ini terletak pada objek dan kerangka analisis. Penelitian ini dilakukan dalam
konteks peradilan perdata umum, bukan peradilan agama, serta tidak
menggunakan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis utama. Sebaliknya,
penelitian ini menggunakan teori Hukum Perdata Internasional dan teori kepastian
hukum untuk menguji legitimasi dan stabilitas prosedural pemeriksaan saksi luar
negeri.'?

Dari keseluruhan penelitian terdahulu terlihat bahwa diskursus akademik
masih didominasi oleh pembahasan efektivitas e-court, legalitas saksi virtual
secara umum, serta hambatan implementasi teknologi peradilan. Kajian yang
secara khusus menganalisis pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri
dalam perkara perdata umum, terutama dengan pendekatan yuridis-empiris
berbasis studi kasus konkret, masih jarang ditemukan. Kekosongan inilah yang
menjadi dasar kebaruan (novelty) penelitian ini. Penelitian ini tidak berhenti pada
tataran konseptual mengenai saksi virtual atau efektivitas e-court, melainkan
menguji secara langsung praktik pemeriksaan saksi lintas negara dalam putusan
pengadilan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori kepastian hukum,
dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk menilai apakah
mekanisme tersebut sah secara normatif dan memberikan stabilitas kepastian

hukum dalam praktik.

13 Fadzlurrahman dan Muna Yastuti Madrah, “Paradigma Baru dalam Pelaksanaan E-Court di
Peradilan Agama ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum”, Adhki: Journal Of Islamic Family Law, Vol.
4:2, (Juli 2024).
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Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis
sekaligus memperluas diskursus hukum acara perdata ke ranah pembuktian lintas
negara serta memberikan rujukan analitis mengenai bagaimana pengadilan
nasional dapat mengakomodasi saksi yang berdomisili di luar negeri tanpa
mengorbankan legalitas, kepastian hukum, dan prinsip peradilan yang adil.

E. Kerangka Teoritik
Kerangka teori ini digunakan sebagai acuan dasar dalam membantu penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan teori yang digunakan sebagai acuan dalam
menganalisis, yaitu:
1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh Utrecht. Utrecht
berpendapat bahwa hukum mengandung aturan yang pasti sehingga seseorang
dapat mengetahui mana perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh
dilakukan, dengan kata lain teori ini diperuntukkan guna menjamin kepastian
hukum.!'* Hukum seharusnya mampu menjadi pedoman yang pasti bagi setiap
orang tentang apa yang boleh dan tidak boleh, serta yang wajib dilaksanakan
sesuai aturan sehingga tercipta ketertiban, dan keteraturan dalam tatanan
kehidupan sosial.

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua dimensi

14 Alfonsus Nahak, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam
Perspektif Hukum Gustav Radbruch,” Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol. 2:3 (2023) hlm.
11663.
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penting, yaitu kepastian dalam norma yang bersifat umum. Hal tersebut
bersumber dari aturan hukum yang tertulis dengan jelas sehingga individu-
individu dapat mengetahui secara pasti batasan-batasan mengenai perbuatan
apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum merupakan syarat
mutlak dalam negara hukum guna terlaksananya supremasi hukum. Untuk
menciptakan kepastian hukum, dibutuhkan adanya penerapan hukum yang
tegas supaya hukum berlaku untuk semua orang dan tidak pandang bulu.'®

Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa kepastian
mengenai dalam hukum itu sendiri. Pemaknaan terhadap kepastian hukum
berkaitan dengan empat hal yaitu: bahwa hukum itu positif, bahwa hukum
didasarkan pada fakta, hukum bukan suatu rumusan mengenai penilaian yang
digunakan hakim seperti kesopanan atau kemauan baik, dan bahwa fakta wajib
dirumuskan dengan cara yang jelas. '

Penelitian ini berkaitan dengan teori kepastian hukum karena pemeriksaan
saksi yang berdomisili di luar negeri melalui persidangan elektronik
menimbulkan persoalan mengenai kejelasan dasar hukum dan keabsahan
kekuatan pembuktiannya dalam hukum acara perdata yang pada dasarnya

menghendaki pemeriksaan langsung di ruang sidang. HIR tidak secara tegas

15 Sulasiyah Amini, “Pentingnya Pendaftaran Tanah:Perspektif Teori Kepastian Hukum,”
Jurnal Hukum dan Kenoktariatan, Vol. 6:3 (Agustus 2023) hlm.1335.

16 Pedro Susanto, “Akibat Hukum Pemegang Hak Bekas Eigendom Verponding Dalam
Sengketa Kepemilikan Tanah,” Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 4 :2 (Desember, 2022) hlm. 98-99.
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mengatur mekanisme lintas negara, sehingga berpotensi menimbulkan
ketidakpastian apabila tidak didukung regulasi yang jelas.

Dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw, mekanisme tersebut
didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun
2022 serta kerja sama Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri, namun
tetap perlu dianalisis apakah pelaksanaannya telah menjamin keabsahan
prosedur dan perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, teori kepastian
hukum digunakan untuk menilai apakah praktik tersebut benar-benar
memberikan kepastian atau justru membuka ruang ketidakpastian dalam
pembuktian perkara perdata.

. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan salah satu asas
utama dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Asas ini tercantum
dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat, dan biaya ringan.!” Asas ini bertujuan untuk mewujudkan
akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali sehingga
menjadikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah

satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan di Indonesia.

17 Pasal 2 ayat (4)
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Dalam upaya menjawab tantangan tersebut telah dikeluarkan sebuah
kebijakan terkait penyelenggaraan persidangan secara elektronik atau secara
daring (online) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam
proses peradilan serta meminimalisir biaya yang ditanggung oleh para pihak
yang berperkara, kebijakan ini awalnya diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.'®

Penelitian ini berkaitan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya
ringan, karena kehadiran saksi yang berada di luar negeri berpotensi
memperpanjang proses persidangan dan meningkatkan biaya apabila kehadiran
fisik diwajibkan. Pemeriksaan melalui telekonferensi di Perwakilan Republik
Indonesia menjadi solusi yang memungkinkan hak pembuktian tetap terpenuhi
tanpa mengorbankan efisiensi waktu dan biaya. Mekanisme ini menunjukkan
upaya konkret pengadilan dalam menjaga keseimbangan antara legalitas
prosedur dan efektivitas penyelesaian perkara. Penelitian ini menilai sejauh
mana praktik tersebut benar-benar mencerminkan peradilan yang sederhana,

cepat, dan biaya ringan, serta apakah mekanisme elektronik mampu menjadi

18 Zulfadin Syarif, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan
Persidangan Hybrid Perkara Perdata”, Collegium Studiosum Journal, Vol. 7:1, (Juni 2024), him. 194.
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instrumen untuk memperkuat asas tersebut dalam praktik peradilan perdata.

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan metodologi penelitian yang

tepat, hasil penelitian yang diperoleh dapat valid, reliabel, dan relevan dengan

tujuan yang ingin dicapai.'” Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
Empiris, dikarenakan dalam penelitian ini membutuhkan sebuah data yang
harus dikaji dengan mengambil data lapangan, tidak hanya mengambil dan
mengkaji data yang diambil dari kepustakaan sebagaimana dalam penelitian
hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul
“Pengantar Penelitian Hukum” beliau menuliskan bahwasanya penelitian
hukum empiris yaitu jenis penelitian yang mana dalam hal ini peneliti
melakukan identifikasi terhadap suatu hukum dan juga menguji keefektifan
terhadap suatu hukum.?

Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk

mengkaji secara langsung penerapan pemeriksaan saksi yang berdomisili di

19 Muammar Khaddaf, dkk, “Pentingnya Pemilihan Metode Penelitian yang Tepat dalam

Penelitian [lmiah”, JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol. 2:7 (Juli 2025), hlm. 13373.

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him.32
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luar negeri dalam praktik peradilan perdata, sebagaimana tercermin dalam
Perkara di Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw. Penelitian
ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum tertulis yang mengatur mengenai
pembuktian dan pemeriksaan saksi dalam hukum acara perdata, tetapi juga
menelaah bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh hakim dalam
menghadapi kondisi faktual yang tidak sepenuhnya diatur secara eksplisit
dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini
berupaya mengungkap kesenjangan atau kesesuaian antara norma hukum dan
praktik peradilan.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif
karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis,
faktual, dan akurat mengenai praktik pemeriksaan saksi yang berdomisili di
luar negeri dalam perkara perdata, khususnya dalam Perkara di Pengadilan
Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw. Deskripsi tersebut mencakup
mekanisme pemeriksaan saksi, pertimbangan hakim, serta penggunaan sarana
persidangan elektronik dalam proses pembuktian.

Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga bersifat analitis karena tidak
berhenti pada pemaparan fakta semata, melainkan dilanjutkan dengan analisis
hukum terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Analisis dilakukan dengan
mengaitkan praktik pemeriksaan saksi luar negeri tersebut dengan ketentuan

hukum acara perdata, asas-asas peradilan, serta teori-teori hukum yang relevan.
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Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk menelaah dan memaparkan hasil-
hasil penelitian dengan sistematis menggunakan sudut pandang dari ketentuan
hukum yang berlaku, sehingga memberikan deskripsi yang sesuai terkait objek
yang diteliti.>! Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan penilaian
kritis terhadap praktik yang terjadi serta implikasinya terhadap kepastian
hukum dan keadilan.
Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai
pemberlakuan maupun implementasi terkait ketentuan hukum normatif
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.??
Pendekatan ini memadukan kajian terhadap norma hukum tertulis (yuridis)
dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari lapangan.

Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menganalisis peraturan
perundang-undangan yang relevan, seperti KUHPerdata, HIR/RBg/Rv serta
peraturan Mahkamah Agung terkait e-court dan persidangan elektronik,

kemudian membandingkannya dengan penerapan nyata dalam Perkara di

Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw dan hasil wawancara

(Jakarta:

2! Jonaedi Efendi, dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Kencana, 2022) hlm. 196.

22 Abdul Akdir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,

2004), him.134.
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dengan hakim. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai

penerapan serta menemukan permasalahan hukum yang muncul dalam praktik.
4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek

yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah

wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara Nomor
30/Pdt.G/2024/PN Slw.
b. Data Sekunder

Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa artikel, buku, peraturan

perundang-undangan, maupun penelitian lainnya sebagai pelengkap dari

data primer.*®> Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui
studi kepustakaan dan studi dokumen yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat di masyarakat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau
pemerintahan, meliputi:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b) HIR/Rbg/Rv
¢) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2006), him. 129.
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d) Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor PRJ/PK/00022/2024/64/10 -
1815/PAN/HM2.1.1/10/2024 tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau
Ahli dalam Perkara Perdata secara Elektronik pada Perwakilan
Republik Indonesia

e) Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan jenis bahan hukum yang berkaitan

erat dengan bahan hukum primer. Dengan demikian, bahan hukum

sekunder dapat membantu dalam analisis dan pemahaman informasi

hukum primer, seperti temuan penelitian, rancangan undang-undang,

dan publikasi ilmiah yang ditulis oleh para profesional hukum. Buku

teks yang ditulis oleh pakar hukum berpengaruh (de herseende leer),

jurnal hukum, makalah hukum, opini akademis, berita terpercaya, dan

opini ahli yang relevan dengan isu penelitian merupakan beberapa

sumber materi hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah sumber yang

memberikan arahan dan penjelasan untuk bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

sumber internet yang terpercaya, dan kamus hukum merupakan contoh

bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Salah satu teknik yang paling populer untuk mengumpulkan data dalam
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penelitian sosial adalah wawancara. Pendekatan ini digunakan ketika
peneliti dan subjek (responden) bertemu langsung untuk mengumpulkan
informasi untuk data primer.?* Dalam penelitian ini, pendapat hukum
berdasarkan sudut pandang hakim diperoleh melalui wawancara dengan
menggunakan materi hukum yang membahas masalah hukum, yaitu
perkara dalam putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw. Dengan demikian,
hakim dalam perkara tersebut menjadi sumber utama wawancara ini.

b. Studi Dokumentasi
Studi Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan cara
mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang
relevan dengan masalah yang diteliti. Dokumen utama yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw.

c. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengkaji kajian teoritis dan referensi lainnya, meliputi buku, jurnal,
proseding seminar, literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang
relevan dengan tujuan penelitian.

6. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Slawi yang beralamat di

Jalan A. Yani No. 99 Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah - 52412.

24 Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”,
Jurnal Ilmu Budaya, Vol. 11:2, (Februari 2015), hlm. 71.
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7. Analisis Data
Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang
terkumpul dari wawancara dan studi dokumen akan diorganisir secara
sistematis. Selanjutnya, data ini akan dianalisis dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang relevan serta dihubungkan dengan teori-
teori dan pandangan para ahli hukum. Metode ini menerapkan penalaran
induktif, yaitu dengan menganalisis kasus hukum berdasarkan wawancara, lalu
menghubungkannya dengan aturan hukum umum yang berlaku secara luas

terkait kasus tersebut.

G. Sistematika Penulisan
Skripsi yang berjudul “Penerapan Pemeriksaan Saksi Yang Berdomisili Di Luar
Negeri Dalam Perkara Perdata (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Slawi Nomor
30/Pdt.G/2024/PN Slw),” terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan
diuraikan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan
penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab Kedua, berisi mengenai pemeriksaan saksi dalam pembuktian perkara
perdata di pengadilan negeri, yang berisi penjabaran terkait pemeriksaan saksi

dalam pembuktian perkara perdata, domisili saksi di luar negeri, dan e-court dalam
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perkara perdata.

Bab Ketiga, berisi mengenai mengenai pemeriksaan saksi yang berdomisili di
luar negeri dalam perkara cerai gugat nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw: kajian
urgensi hukum, yang berisi terkait gambaran perkara: cerai gugat, identitas para
pihak, duduk perkara, mekanisme menghadirkan saksi di luar negeri dan faktor
urgensi kehadiran saksi di luar negeri.

Bab Keempat, berisi mengenai relevavansi pemeriksan saksi di luar negeri
dalam perspektif kepastian hukum dan asas hukum acara perdata, hasil dan
pembahasan berupa realisasi pemeriksaan saksi di luar negeri dalam perspektif
kepastian hukum, problematika praktis dan implikasi pembaharuanketentuan
menghadirkan saksi di luar negeri yang dikaitkan dengan asas peradilan sederhana,
cepat, dan biaya ringan.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan skripsi, dan memuat

daftar pustaka sebagai informasi rujukan sumber data yang digunakan.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemeriksaan saksi yang

berdomisili di luar negeri dalam perkara perdata, khususnya dalam Putusan

Pengadilan Negeri Slawi Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Slw, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Urgensi kehadiran saksi luar negeri dalam perkara cerai gugat pada putusan
nomor 30/Pdt.G/2024 tersebut bukan semata-mata persoalan jarak geografis,
melainkan menyangkut substansi hak pembuktian para pihak. Dalam perkara
a quo faktor urgensi di hadirkannya saksi di luar negeri adalah saksi merupakan
saksi utama dan keinginan yang kuat untuk menghadirkan oleh Penggugat,
kedudukan saksi sebagai kerabat Penggugat, lemahnya bukti tertulis, dan tidak

adanya larangan untuk menghadirkan saksi di luar negeri.

. Pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri dalam perkara tersebut

secara normatif telah memenuhi prinsip kepastian hukum karena memiliki
dasar hukum yang jelas melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA
Nomor 7 Tahun 2022 serta Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung
dan Kementerian Luar Negeri. Mekanisme telekonferensi yang difasilitasi oleh
Perwakilan Republik Indonesia tetap menjaga prinsip pemeriksaan langsung,

pengambilan sumpah, serta hak para pihak untuk menguji keterangan saksi.
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Namun demikian, dalam tataran praktik, mekanisme ini belum sepenuhnya
selaras dengan asas hukum acara perdata yaitu asas peradilan sederhana, cepat,
dan biaya ringan karena masih menghadapi tantangan koordinasi administratif
lintas lembaga, perbedaan zona waktu, serta potensi kendala teknis yang dapat
memperpanjang proses persidangan. Dengan demikian, praktik ini merupakan
langkah progresif dan adaptif dalam perkembangan hukum acara perdata
Indonesia, tetapi masih memerlukan penyempurnaan agar efektivitas dan
efisiensinya semakin optimal.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai

berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung, perlu menyempurnakan dan memperjelas standar
prosedur pemeriksaan saksi yang berdomisili di luar negeri agar lebih
sederhana, terintegrasi, dan memiliki batas waktu koordinasi yang pasti.
Standarisasi teknis ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus
mencegah proses yang berlarut-larut.

2. Bagi Pengadilan, perlu meningkatkan kesiapan teknis dan manajemen perkara
dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi secara elektronik, khususnya dalam hal
penjadwalan lintas zona waktu dan antisipasi gangguan teknis. Dengan
pengelolaan yang lebih efektif, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya

ringan dapat terwujud secara lebih optimal.
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3. Bagi Pemerintah, perlu mendorong pembaruan hukum acara perdata yang lebih
komprehensif guna mengakomodasi pemeriksaan saksi lintas negara secara
lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penguatan kerja
sama internasional serta peningkatan dukungan infrastruktur teknologi
peradilan menjadi langkah penting agar modernisasi sistem peradilan tetap
sejalan dengan teori kepastian hukum dan asas peradilan sederhana, cepat, dan
biaya ringan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian
mengenai pembuktian lintas negara, baik melalui penelitian komparatif antar-
pengadilan maupun perbandingan dengan praktik di negara lain. Kajian yang
lebih mendalam diperlukan untuk memperkaya pengembangan teori hukum
acara perdata serta memberikan rekomendasi yang lebih konkret bagi

pembaruan sistem peradilan di masa mendatang.
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